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ABSTRAK 
 

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN INGKAR JANJI BAGI 

DEBITUR YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA 

KREDITUR DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT  

(Analisis Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn) 
 

Tampin Halomoan Sitohang * 

Sumarno, S.H., M.H.** 

Dwintoro, S.H., M.H.** 
 

Permasalahan yang sering terjadi dalam proses pemberian kredit sering terjadi 

bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga 

diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang 

tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian 

dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait.  

Rumusan masalah penelitian ini adalah Apa syarat-syarat sahnya pemberian kredit 

menurut hukum perdata di Indonesia?, Apa akibat hukum Ingkar Janji debitur yang 

tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur dalam akta perjanjian kredit?, dan 

Bagaimana Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 

108/Pdt.G/2018/PN Mdn?. 

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah 

metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah 

hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara 

kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (library 

research) atau disebut juga dengan studi dokumen. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perjanjian kredit diatur dalam Pasal 

1313 dan Pasal 1338 KUHPerdata, serta untuk sahnya perjanjian kredit haruslah 

memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum ingkar janji debitur yang tidak 

memenuhi kewajibannya dalam Akta Perjanjian Kredit adalah yaitu debitur wajib 

melaksanakan apa yang telah diperjanjikan serta mengganti kerugian kreditur karena 

tindakan ingkar janjinya. Hasil analisis terhadap Putusan Nomor: 

108/Pdt.G/2018/PN.Mdn adalah bahwa Putusan tersebut memuat rasa keadilan bagi 

para pihak, serta memberikan perilindungan hukum kepada Kreditur atas kerugiannya. 

 

Kata Kunci: Ingkar Janji, Perjanjian Kredit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari dasar falsafah yang 

melandasi kegiatan bernegara dan berbangsa, yaitu Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dasar pembangunan ekonomi di 

Indonesia diterjemahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen IV yang 

menjadi landasan penyelenggaraan ekonomi nasional yang menyatakan, bahwa 

perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat 

secara berkelanjutan berdasar asas keadilan, efisiensi dan demokrasi ekonomi 

untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat.1 

Munculnya berbagai lembaga pembiayaan dewasa ini turut memacu roda 

perekonomian masyarakat. Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut 

membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat kecil. 

Lembaga pembiayaan sebagai suatu bentuk penyediaan dan atau barang modal 

kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan 

secara angsuran atau berkala oleh konsumen.2 

                                                 
1 Etty Mulyati, Kredit Perbankan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hal. 1. 
2 Munir Fuady,  Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,  

hal. 164. 

1 
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Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka 

segala perbuatan warga negara baik itu perorangan maupun kelompok haruslah 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bidang 

hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai 

subjek hukum adalah hukum perdata. 

Pembangunan hukum di Negara Indonesia dititikberatkan pada 

pengembangan Peraturan Perundang-Undangan untuk menujang pembangunan 

ekonomi, disamping itu pembangunan di bidang hukum harus dapat dan mampu 

mengikuti perkembangan masyarakat yang sedang berkembang kearah 

modernisasi. Pembangunan hukum harus mampu menampung semua kebutuhan 

pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan tingkat kemajuan masyarakat.3 

Mengenai perekonomian di negara Indonesia, konstitusi mengamanatkan 

hal penting yang menjadi pedoman bagi warga negara dan pemerintah untuk 

menyelenggarakan perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 

33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945), yang berbunyi :  ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 

menegaskan bahwa : “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

                                                 
3 Djunaedi Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat 

Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas PemisahanHorisontal, PT. Citra Aditya Bhakti, 

Bandung, 1996, hal. 3. 
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berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional”. 

Salah satu upaya implementasi dari amanat UUD 1945 diatas dan dalam 

rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan suatu badan 

perekonomian seperti koperasi. Pemerintah menunjuk koperasi sebagai salah satu 

organisasi ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan peran sertanya dalam 

membantu masyarakat ekonomi lemah agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. 

Oleh karena itu, Pemerintah memberikan landasan hukum yang dijelaskan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang 

Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan 

Setiap orang dalam kehidupannya akan memiliki banyak keperluan, dan 

sering keperluan tersebut mendadak dan sifatnya segera, seperti keperluan 

keuangan. Salah satu cara yang lazim ditempuh seseorang untuk mendapatkan 

tambahan dana adalah dengan melakukan pinjaman berupa kredit. Keberadaan 

kredit sangat bermanfaat bagi seseorang yang kekurangan dalam memenuhi dana 

untuk membuka, melanjutkan, ataupun mengembangkan usaha. Dengan adanya 

kredit ini maka setiap orang yang mampu memenuhi persayaratan sebagaimana 

diminta dalam pengajuan kredit akan mendapatkan dana tambahan. 
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Proses pinjaman kredit ini diberikan kepada siapa saja yang memiliki 

kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian 

utang piutang di antara kreditur dan debitur.4 Adapun benda yang di jaminkan 

dapat berupa benda yang bergerak dan juga benda tidak bergerak. Apabila benda 

bergerak, maka menggunakan fidusia. Sedangkan jika benda tidak bergerak maka 

di bebankan menggunakan hak tanggungan. Jaminan adalah sesuatu yang 

diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur 

akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu 

perikatan.5 

Jaminan tersebut tidak hanya sebagai unsur pelengkap dari pemberian 

kredit, bahkan Undang-undnag mensyaratkan jaminan harus ada dalam 

pemberian jaminan. Jaminan atau agunan itu sendiri sebagai the last resort bagi 

kreditur dimana akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar 

dalam keadaan macet.6 

Dalam pembuatan perjanjian kredit, para pihak yang ingin mengikatkan 

dirinya haruslah memiliki kesepakatan bersama dan tujuan bersama. Yang 

artinya bahwa segala yang diperjanjikan berkaitan dengan perjanjian kredit 

                                                 
4 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2000, hal. 1. 
5 Hartono Hadie Saputro, Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum 

Jaminan, Yogyakarta, Liberty, 1984, hal. 50. 
6 Fuady Munir, Hukum Perkreditan Temporer, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2002, hal. 

22. 
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tersebut termasuk jaminan di dalamnya haruslah dibuat sesuai dengan hukum 

yang berlaku. 

Suatu perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang berjanji 

kepada orang lain atau kedua pihak berjanji untuk melakukan sesuatu, maka 

perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain Undang-Undang.7 

Artinya terhadap hubungan-hubungan tersebut diwujudkan dalam suatu 

perjanjian supaya memiliki kekuatan hukum.  

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian 

peraturan tentang tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, tujuan hukum itu 

mulia yaitu untuk mengadakan keselematan, bahagia dan tata tertib dalam 

masyaratakat.8 Menurut Abdulkadir Muhammad pengertian perjanjian 

merupakan persetujuan yang mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri 

untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.9 Dalam suatu 

perjanjian, apabila salah satu pihak Ingkar janji maka orang tersebut telah 

melakukan perbuatan wanprestasi. Namun jika ada salah satu pihak yang 

melakukan perbuatan melanggar hak pihak lain, maka perbuatan tersebut bukan 

lagi disebut sebagai wanprestasi tetapi telah melakukan perbuatan melawan 

hukum. 

                                                 
7 R. Subekti, Pokok-Pokok Perdata, PT. Intermasa, Bandung, 1982, hal. 127. 
8 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, Vronkikink-Van Hoeve, Bandung, 1950, 

hal. 9. 
9  Abdulkadir Muhammad,  Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 

225. 
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Wanprestasi karena tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tetapi 

tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki. Wanprestasi terlambat 

memenuhi prestasi. Debitur memenuhi prestasi tetapi secara tidak baik atau tidak 

sebagaimana mestinya. Debitur melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.10 

Munir Fuady menyatakan bahwa dipersyaratkan ada tiga aspek penting dalam 

wanprestasi sekaligus harus dibuktikan yaitu karena sengaja, lalai, atau karena 

kondisi memaksa. Cidera janji padanan kata dari wanprestasi. Cidera janji 

merupakan pembelokan dari isi perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi 

satu pihak atau kedua belah pihak.11 

Namun, permasalahan yang sering terjadi adalah bahwa dalam proses 

pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak 

debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam 

pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian 

kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur 

wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.  

Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang akibat 

hukum yang timbul dari perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kredit, serta 

                                                 
10 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 

80. 
11 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2001, hal. 87. 
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perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan berkaitan  dengan ketentuan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah 

dalam hal pemberian jaminan. 

Contoh kasus perbuatan Ingkar Janji bagi debitur yang tidak memenuhi 

kewajiban kepada kreditur dalam akta perjanjian kredit di Kota Medan adalah 

pada Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn. Dalam perkara tersebut 

Penggugat adalah sebagai Ketua Badan Pengurus Koperasi Kredit/CU Rukun 

Damai, sebuah koperasi yang bergerak dengan jenis usaha di bidang simpan dan 

pinjam uang. Penggugat meminjamkan uang (kreditur) kepada Tergugat I dan 

Tergugat II (debitur) berdasarkan perjanjian kredit dengan segala akibat 

hukumnya.  

Adapun Para pihak membuat kesepakatan di hadapan Notaris dalam Akta 

Perjanjian Kredit Nomor 17 tertanggal 09 April 2010, dengan menyertakan 

agunan (jaminan) kepada Penggugat. Namun, dalam pelaksanaan Akta Perjanjian 

Kredit yang telah disepakati bersama tersebut, debitur melakukan perbuatan 

ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak memenuhi  kewajibannya kepada 

kreditur sesuai dengan yang telah disepakati bersama. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perbuatan 

Ingkar Janji Bagi Debitur Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Kepada 
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Kreditur Dalam Akta Perjanjian Kredit (Analisis Putusan Nomor : 

108/Pdt.G/2018/PN Mdn)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa syarat-syarat sahnya pemberian kredit menurut hukum perdata di 

Indonesia? 

2. Apa akibat hukum Ingkar Janji debitur yang tidak memenuhi kewajibannya 

kepada kreditur dalam akta perjanjian kredit? 

3. Bagaimana Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan 

Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn? 

 

C. Tujuan Peneltian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui syarat-syarat sahnya pemberian kredit menurut hukum 

perdata di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum Ingkar Janji debitur yang tidak memenuhi 

kewajibannya kepada kreditur dalam akta perjanjian kredit. 

3. Untuk mengetahui Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Medan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat. Adapun manfaat 

penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan 

wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan 

perbuatan wanprestasi bagi debitur yang tidak memenuhi kewajiban kepada 

kreditur dalam akta perjanjian kredit. 

2. Manfaat Akademis  

Manfaat Akademis yakni penelitian ini merupakan salah satu syarat 

dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas 

Pembangunan Panca Budi Medan. 

3. Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan 

masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait perbuatan 

wanprestasi bagi debitur yang tidak memenuhi kewajiban kepada kreditur 

dalam akta perjanjian kredit. 
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E. Keaslian Penelitian  

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah 

dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan 

browsing melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait 

dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya : 

1. Skripsi oleh Gibranayev Musliminovic Mashlovski, NIM : C100140253, 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul 

penelitian skripsi : “Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian 

Fidusia Sebagai Jaminan Kredit (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam 

Bhina Raharja Klaten)”. Penelitian dilakukan tahun 2018. 

2. Skripsi oleh Siti Yulinengsih, NIM: 10827002868, Fakultas Syari’ah Dan 

Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

Dengan judul penelitian skripsi : “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian 

Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah 

Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung”. Penelitian dilakukan tahun 2013. 

3. Skripsi oleh Muhammad Memo Bahari Sitorus, NIM: 140200132, Fakultas 

Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul penelitian skripsi : 

“Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang Pada PT. Meroke 

Tetap Jaya (Studi Putusan Nomor: 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn). Penelitian 

dilakukan tahun 2018. 
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Perbedaan ketiga penelitian skripsi di atas dengan penelitian skripsi penulis 

adalah bahwa ketiga penelitian di atas berbeda jenis penelitiannya dengan 

penulis, yang mana skripsi Gibranayev Musliminovic Mashlovski dan skripsi Siti 

Yulinengsih menggunakan jenis penelitian yuridis empiris sedangkan penelitian 

penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun penelitian skripsi 

Muhammad Memo Bahari Sitorus menggunakan jenis penelitian yang sama 

dengan penulis, namun Nomor Putusan yang dianalisis berbeda. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Tinjauan Yuridis 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian kata “tinjau” atau 

“meninjau” adalah melihat sesuatu yang ada di tempat jauh; menyelidiki; 

melihat, memeriksa.12 Menurut Kamus Hukum, pengertian yuridis adalah 

menurut hukum.13 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu objek 

penelitian dengan cara melakukan penyelidikan dan membandingkannya 

                                                 
12 Bambang Marhiyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Victory Inti Cipta, Jakarta, 2015, 

hal. 479. 
13 Tim Beranda Yusticia, Kamus Islilah Hukum Super Lengkap, C-Klik Media, Yogyakarta, 

2018, hal. 588. 
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dengan peraturan hukum yang berlaku. Atau dengan kata lain melihat suatu 

objek penelitian dari sisi hukumnya. 

2. Pengertian Wanprestasi 

Sebagaimana diketahui bahwa wanprestasi timbul karena tidak memenuhi 

suatu perikatan yang telah disepakati. Adapun perikatan diatur dalam Buku 

III KUHPerdata pada Pasal 1233, yang berbunyi : “Perikatan, lahir karena 

suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk 

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 

sesuatu”. Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. 

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi: 

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 

perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, 

tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus 

diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam 

waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Artinya bahwa 

wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak 

melaksanakan atau telah lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. 

Dari bunyi Pasal 1243 KUHPerdata tersebut dapat ditemukan unsur-unsur 

wanprestasi, yaitu: 
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a. Ada perjanjian oleh para pihak; 

b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah 

disepakati; 

c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi 

perjanjian. 

3. Pengertian Kredit 

Istilah  kredit  berasal  dari  bahasa  Romawi  “credere”,  yang  berarti:  

percaya  (Belanda  :  Vertrouwen,  Inggris  :  believe,  trust  dan  

confidence). Kata  kredit  secara  etimologis,  mempunyai  arti  kepercayaan. 

Kata  kredit  yang  ada  dalam  bahasa  Indonesia  saat  ini,  merupakan  

Indonesia-an  dari  kata  “credere”  yang  berasal  dari  bahasa  Romawi. 14 

Menurut  O.P  Simorangkir,  kredit  adalah  pemberian  prestasi  

(misalnya :  uang,  barang)  dengan  balas  prestasi  (kontra  prestasi  akan   

terjadi  pada  waktu  mendatang).  Dewasa  ini  kehidupan  ekonomi  modern  

adalah  prestasi  uang,  maka  transaksi  kredit  menyangkut  uang  sebagai  

alat  kredit  yang  menjadi  pembahasan.  Kredit  berfungsi  kooperatif  

antara  si  pemberi  kredit  dan  si  penerima  kredit  atau  antara  kreditur  

dan  debitur.  Mereka  menarik  keuntungan  dan  saling  menanggung  

                                                 
14 Mariam Darus Badrulzaman,  Perjanjian Kredit Bank, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1991, hal. 23. 
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resiko.  Singkatnya  kredit  dalam  arti  luas  didasarkan  atas komponen-

komponen  kepercayaan,  waktu,  tingkat  resiko  dan  prestasi.15 

4. Pengertian Kreditur 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 

2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

mendefenisikan “Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena 

perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. 

Menurut Tobink dan Nikholaus pengertian kreditur  adalah pihak bank 

atau lembaga pembiayaan keuangan lainnya yang mempunyai piutang 

karena perjanjian atau undang-undang.16 

5. Pengertian Debitur 

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, pengertian debitur adalah orang yang mempunyai utang karena 

perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka 

pengadilan. 

                                                 
15 O.P. Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, PT Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998,  

hal. 91. 
16 Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, Kamus Istilah Perbankan, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 

2003, hal. 118. 
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Menurut Tobink dan Bill Nikholaus pengertian debitur adalah orang 

atau badan usaha yang memiliki utang kepada bank atau lembaga 

pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.17 

 

G. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dekstriptif. Penelitian dekskriftif 

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu 

gejala, atau untuk menentukan ada tindaknya hubungan antara suatu gejala 

dengan lain dalam masyarakat.18 Penelitian dekstriptif adalah penelitian yang 

hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud 

untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis 

normatif adalah metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan 

penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi 

dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.19  

 

                                                 
17 Ibid. 
18 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 

2014, hal. 25-26. 
19 Munir Fuady, Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep, PT. Raja Grafido 

Persada, Jakarta, 2018,  hal. 220. 
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3. Metode Pengumpulan Data  

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian 

kepustakaan (library research) atau disebut juga dengan studi dokumen yang 

meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.20 

Metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban 

rumusan masalah pada sumber bacaan, seperti literatur buku, jurnal, internet, 

dan sebagainya. Studi kepustakaan dan menganalisa secara sistematis bahan-

bahan yang utamanya berkaitan dengan perdata termasuk juga bahan-bahan 

lainnya yang ada kaitanya dan dibahas dengan skripsi ini. 

4. Jenis Data 

Data yang akan digunakan oleh penulis adalah data kepustakaan yaitu 

pendataan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-

buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah dalam majalah, peraturan 

perundang-undangan dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan objek 

penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang 

terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu : 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri 

dari: 

1) Peraturan Perundang-undangan: 

                                                 
20Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hal.  68. 
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2) Putusan Pengadilan. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-

hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang membrikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

(hukum), ensiklopedia.21 

5. Analisis Data 

Setelah keseluruhan data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian 

digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, 

pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik 

dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi. Data yang diperoleh akan 

dianalisis secara kualitatif, dalam arti peneliti bertitik tolak pada proses 

pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola dengan memilih pasal-

pasal yang berkaitan dengan objek yang diteliti, sehingga akan menghasilkan 

klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk 

uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis 

data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara 

deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan hasil 

                                                 
21 Ibid., hal. 118-119. 
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penelitian, juga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam 

penelitian ini. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari : 

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Syarat-syarat sahnya pemberian kredit menurut hukum perdata di 

Indonesia, terdiri dari: Dasar hukum perjanjian kredit di Indonesia, Para pihak 

dalam perjanjian kredit, dan Syarat-syarat sahnya pemberian kredit menurut 

hukum perdata di Indonesia. 

BAB III Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Yang Tidak Memenuhi 

Kewajibannya Dalam Akta Perjanjian Kredit, terdiri dari: Perjanjian Kredit Pada 

Koperasi di Indonesia, Hak  dan kewajiban Debitur  dan  Kreditur  Dalam  

Hukum  Jaminan, dan Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Yang Tidak 

Memenuhi Kewajibannya Dalam Akta Perjanjian Kredit. 

BAB IV Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan 

Nomor: 108/Pdt.G/2018/PN Mdn, terdiri dari: Kasus Posisi, dasar dan 

pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara, dan Analisis 

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 108/Pdt.G/2018/PN Mdn. 
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BAB V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

SYARAT-SYARAT SAHNYA PEMBERIAN KREDIT MENURUT 

HUKUM PERDATA DI INDONESIA   

 

A. Dasar Hukum Perjanjian Kredit di Indonesia 

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan Bab sebelumnya bahwa 

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain 

atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 

Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang 

dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua 

orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu 

rangkaian perkataan yang mengandung janj-janji atau kesanggupan yang 

diucapkan atau ditulis. 

Pada dasarnya dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama 

adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan 

pihak kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu 

didalam hukum disebut sebagai “Prestasi”. 

Berdasarkan Pasal Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

prestasi tersebut dapat berupa : 

1. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu. 

2. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu; 
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3. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. 

Dalam hal ini perikatan tidak hadir begitu saja, dengan kata lain ada 

sesuatu atau persetujuan tertentu yang melahirkan suatu perikatan. Dalam Pasal 

1233 KUHPerdata, menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu 

persetujuan (perjanjian) dan Undang-Undang. 

Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa 

perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang terbagi lagi 

menjadi perbuatan yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan 

(Zaakwaarneming) dan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum 

(Onrechtmatigedaad). Perikatan yang lahir karena undang-undang misalnya 

kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh istrinya.22 

Pasal 1352 KUHPerdata, menyatakan lebih lanjut bahwa perikatan yang 

lahir dari undang-undang dapat dibagi menjadi perikatan yang lahir dari undang-

undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan 

orang. 

Perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh undang-undang 

untuk tujuan tertentu, terjadi diluar kemampuan para pihak yang bersangkutan. 

Pada kenyataannya, yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari 

perjanjian. Para pihak boleh membuat suatu perjanjian dan saling mengikatkan 

                                                 
22 Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-dasar Merancang Kontrak, PT.Gramedia, Jakarta, 2008, 

hal. 7. 
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diri untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu, mereka sebenarnya 

menciptakan hukum yang akan berlaku secara terbatas bagi para pembuat 

perjanjian, hal tersebut didasarkan pada hak dan wewenang untuk membuat 

hukum dengan lingkup terbatas yang diberikan atau dilimpahkan oleh suatu 

hukum lain yang lebih mendasar dan berlaku umum. Disimpulkan bahwa 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada 

hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (Consensus) dari kedua belah 

pihak, dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu 

undang-undang. 

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam 

Perjanjian. Unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut:23 

1. Unsur esensialia, adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena 

jika tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak ada. 

2. Unsur naturalia, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, 

sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka 

undangundang yang mengaturnya. 

3. Unsur aksidentalia, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika 

para pihak memperjanjikannya. 

                                                 
23 Hamanto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai 

Keadilan (Studi Kasus pada Petinju Profesional di Indonesia), Jurnal Pembaruan Hukum, Volume IV, 

Nomor 1, April 2017, hal. 67. 
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Demikian pula klausul-kalusul lainnya yang sering ditentukan dalam 

perjanjian, yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian. Azas-azas 

hukum perjanjian meliputi:24 

1. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul 

telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam 

perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 

1320 KUHPerdata mengenai syaratsyarat sahnya perjanjian. 

2. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian 

bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini 

tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 

semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai Undang-Undang. 

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat rill. 

Sebagai perjanjian yang bersifar prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah 

assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada 

perjanjian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan 

oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.25 

Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan 

                                                 
24 Ibid. 
25 Hermansah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2005, hal 71. 
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uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarrkan persetujuan 

dan kesepakatan pinjam-meinjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. 

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan, mengartikan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 

Perjanjian  kredit selalu terkait  dengan  pengikatan  jaminan.  Hal ini  

dilakukan  oleh  pihak  Kreditur  mendapat  kepastian  bahwa  kredit  yang  

diberikan  kepada  nasabahnya  dapat  dipergunakan  sesuai  dengan  kebutuhan  

dan  dapat  kembali  dengan  aman.  Jadi,  dengan  adanya  jaminan  yang  diikat  

dalam  bentuk  perjanjian  jaminan  tertentu  akan  dapat  mengurangi  risiko  

yang  mungkin  terjadi  apabila  penerima  kredit  wanprestasi  atau  tidak  dapat  

mengembalikan  kredit  atau  pinjamannya.  Dengan  demikian,  jaminan  dalam  

perjanjian  kredit  ini  bertujuan  untuk  menjamin  bahwa  utang  debitur  akan  

dibayar  lunas. 

Bahwa perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdata pada Pasal 1233, yang 

berbunyi : “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. 
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Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk 

tidak berbuat sesuatu”. Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa 

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1338 KUHPerdata tersebut 

menjadi dasar hukum diperbolehkannya perjanjian kredit di Indonesia. 

Perjanjian kredit telah menententukan mengenai jangka waktu, jaminan, 

dan jenis kredit yang diberikan oleh bank. Seringkali nasabah-nasabah yang 

memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik 

tepat pada waktu yang diperjanjikan. Kenyataannya selalu ada nasabah yang lalai 

dan tidak dapat membayar lunas hutangnya karena isi perjanjian terasa 

memberatkan debitur, sehingga tidak dapat menepati prestasinya sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Pada keadaan ini nasabah 

telah cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur terhadap 

kreditur. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau 

ingkar janji.26 

 

B. Para Pihak dalam Perjanjian Kredit 

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dapat ditemukan unsur para pihak dalam 

suatu perjanjian kredit yaitu yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri 

mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Artinya bahwa harus ada 2 kubu atau 

                                                 
26 Gatot Supramono, Perbankan Dan Masalah Kredit, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 92. 
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dua pihak dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit juga 

harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut. 

Dalam kehidupan manusia, tentang utang piutang bukanlah hal yang asing 

di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. 

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang 

lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan 

pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau “kreditur”, 

sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut 

atau “debitur”. Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka 

waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.27 

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban 

kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-

piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur kemudian 

debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai 

dengan bunganya sesuai kesepakatan. Pada umumnya, pengembalian utang 

dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.28 

Dalam pemberian pinjaman uang atau utang yang tertuang dalam suatu 

perjanjian utang piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, 

karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib 

                                                 
27 Gatot Supramono, Op. Cit., hal.  9. 
28 Ibid. 
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membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi 

kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko 

yang umumnya terjadi adalah kegagalan melaksanakan perjanjian atau 

kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan 

kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga 

dalam proses pemberian kredit diperlukan kepercayaan dan keyakinan kreditur 

atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya 

sampai dengan lunas. 

Artinya bahwa sejumlah uang yang dilepaskan/diberikan oleh kreditur 

perlu diamankan/dilindungi. Tanpa adanya pengamanan/perlindungan, kreditur 

sulit mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya 

(wanprestasi) debitur. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur 

dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan 

pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu 

barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang tersebut. 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu 

perjanjian Kredit diisyaratkan ada 2 pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu 

pemberi pinjaman uang atau utang (kreditur) dan pihak penerima pinjaman uang 

(debitur). Dalam perjanjian kredit, para pihak baik itu pihak debitur maupun 

pihak kreditur sama-sama menghendaki adanya kepastian hukum dalam 

membuat perjanjian, agar diantara kedua belah pihak baik itu pihak debitur 
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maupun pihak kreditur tidak ada yang diragukan. Maka dibuatlah perjanjian 

kredit itu secara tertulis oleh para pihak, dan sebagai sumbernya adalah pasal 

1233 KUHPerdata yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena 

persetujuan, baik karena Undang-Undang”. 

 

C. Syarat-Syarat Sahnya Pemberian Kredit Menurut Hukum Perdata Di 

Indonesia 

Suatu perjanjanjian kredit dinyatakan sah menurut hukum apabila 

memenuhi keharusan yang diwajibkan oleh hukum perdata terkait dengan 

pembuatan perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata. Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk 

sahnya perjanjian, yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 

c. Suatu hal tertentu; 

d. Suatu sebab (kausa) yang halal. 

Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat-syarat subjektif; 

apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka 

perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan 

syarat-syarat objektif, yakni jika salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi, 

maka perjanjian menjadi batal demi hukum. 
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Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, 

perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu 

Undang-Undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan 

bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”. Adapun penjelasan tentang syarat-

syarat perjanjian, sebagai berikut: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Kata sepakat yang dimaksudkan di sini adalah persesuaian kehendak 

para pihak, yaitu bertemunya penawaran dengan penerimaan. Sedangkan 

Herlien Budiono dalam buku Johannes Ibrahim Kosasih, berpendapat bahwa 

kesepakatan di sini bukan berarti kesepakatan untuk mengikatkan dirinya saja. 

Kesepakatan di antara mereka pun harus dikatakan sepakat mengenai prestasi 

yang hendak dicapai. Prestasi di sini diartikan sebagai prestasi yang diberikan 

berikut pula diterima oleh para pihak.29 

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir pada saat detik 

tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai 

hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Jika sudah terdapat persesuaian 

paham dan pertemuan kehendak pada saat negoisasi, maka itulah yang disebut 

                                                 
29 Johannes Ibrahim Kosasih, Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam 

Hukum Perjanjian, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 45. 
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sebagai detik tercapainya kesepakatan. Selanjutnya Subekti menjelaskan 

bahwa pernyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud dari 

orang yang hendak mengikatkan dirinya adalah pernyataan yang dapat 

menjadi dasar dari suatu perjanjian.30 

Undang-Undang tidak memberikan suatu defenisi mengenai arti 

kesepakatan, akan tetapi timbulnya kesepakatan dapat dikaji dengan 

pendekatan-pendekatan teori yang ada dan berkembang hingga saat ini. 

Kesepakatan memiliki 2 (dua) unsur, yaitu penawaran (offer) dan unsur 

penerimaan (acceptance). Saat bertemunya penawaran dan penerimaan inilah 

yang dapat dikatakan sebagai saat terjadinya suatu kesepakatan antara para 

pihak sehingga melahirkan suatu perjanjian.  

Di bawah ini beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai acuan kapan 

lahirnya kesepakatan sebagai berikut. 

a. Teori Kehendak (Wilstheorie) 

Menurut teori ini kehendak adalah penyampaian maksud dari salah 

satu pihak. Pengertian “kehendak” bukan kehendak dalam sikap batin, 

melainkan kehendak yang harus dinyatakan secara nyata dan tegas. Jika 

terdapat kesamaan kehendak atau kesamaan maksud di antara para pihak, 

maka berarti sudah tercapai kesepakatan dan dapat dikatakan telah lahir 

suatu perjanjian. Teori ini merupakan teori yang paling tua. Menurut teori 

                                                 
30 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-22, Intermasa, Jakarta, 2008, hal. 26. 
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ini haruslah dipegang teguh tentang adanya persesuaian kehendak antara 

kedua belah pihak. Apabila kehendak dari kedua belah pihak berselisih, 

maka tidak dapat dikatakan terjadi kesesuaian kehendak dan tidak dapat 

dikatakan telah lahir suatu perjanjian.31 

b. Teori Pernyataan (Verklaring Theorie) 

Teori pernyataan memiliki titik tolak pada pernyataan yang 

diutarakan oleh para pihak. Kesepakatan dianggap sudah terjalin apabila 

para pihak telah mengungkapkan apa yang diinginkan. Lain masalahnya 

apabila ternyata tidak sesuai dengan kehendak. Kesepakatan dianggap tetap 

ada setelah pihak yang satu telah mendengar pernyataan dari pihak 

lainnya.32 

c. Teori Kepercayaan (Vertrouwenstheorie) 

Teori kepercayaan merupakan teori pernyataan yang diperlunak. 

Teori ini tetap menekankan pada pernyataan salah satu pihak yang 

diutarakan para pihak lainnya. Namun agar dari pernyataan dikatakan 

sebagai kesepakatan tolak ukurnya adalah pernyataan yang sesuai dengan 

kebiasaan masyarakat dapat mengakibatkan munculnya kepercayaan.33 

                                                 
31 R. Subekti, Op. Cit., hal. 56. 
32 R.M. Suryodiningrat, Asas-Asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1985, hal. 89-90. 
33Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang 

Kenotariatan, PT Citra Aditya Bakti,  Bandung, 2009, hal. 76. 
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Walaupun terdapat berbagai teori , untuk menentukan saat terjadinya 

persesuaian antara kehendak dan pernyataan, menurut  Sudikno 

Mertokusumo yang dikutip oleh Irwan Soeodjo, ada lima cara 

menyampaikan pernyataan yang dianggap sesuai kehendaknya, yaitu 

dengan: 

1) bahasa yang sempurna dan tertulis; 

2) Bahasa yang sempurna secara lisan; 

3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lain yang 

berkontrak; 

4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lain; dan  

5) Diam atau membisu asal dapat dipahami atau diterima oleh pihak lain 

yang menjalin perjanjian itu”. 

Selanjutnya dalam hal Pasal 1321 KUHP Perdata, menyatakan 

bahwa: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena 

kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1) Kekeliruan/Kesesatan (Dwaling) 

Mengenai kekeliruan/kesesatan, kita dapat melihat pemahamannya 

dalam Pasal 1322 KUH Perdata. Kekeliruan hanya dapat dijadikan 

alasan untuk membatalkan suatu perjanjian yang menyangkut hal pokok 
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dalam perjanjian. Adapun mengenai subjek, kekeliruan hanya terbatas 

pada keterampilan subjek tersebut. 

2) Kekerasan/Paksaan (Bedreiging/Dwang) 

Kekerasan atau paksaan dalam konteks hukum perjanjian diatur 

dalam Pasal 1323 hingga 1327 KUH Perdata. Paksaan terjadi, bila 

tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat 

menimbulkan ketakutan pada orang yang mengancam dirinya, orang 

terdekatnya, atau kekayaannya. Dapat dikatakan perbuatan tersebut 

merupakan paksaan apabila salah satu pihak memberikan pernyataan 

persetujuan karena didasarkan atas ketakutan akan adanya ancaman. 

Konteks ancaman di sini haruslah ancaman yang bentuknya memang 

melanggar peraturan perundang-undangan. 

3) Penipuan (Bedrog) 

Aturan terkait penipuan dalam hukum perjanjian terdapat dalam 

1328 KUH Perdata. Disebut sebagai suatu penipuan apabila salah satu 

pihak sedemikian rupa membuat pihak lain menyatakan berjanji ataupun 

tidak berjanji. Penipuan ini terikat era dengan kesesatan hingga 

menyimpang dari kebenaran. Menurut Annalisa Yahanan, Muhammad 

Syaifuddin dan Yunial Laili Mutiari, sebagaimana dikutip oleh Erwin 

Soedjijanto Josua, bahwa penipuan terjadi jika pihak yang satu 

memberikan keterangan yang tidak benar disertai dengan kelicikan, 
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sehingga membuat pihak lain terbujuk untuk memberikan persetujuan 

atau bersepakat mengenai hal tersebut. Sejalan itu juga dengan Herlien 

Budono yang menyebutkan bahwa terjadinya suatu penipuan apabila 

dengan kehendak, pengetahuan dan kesengajaan menyesatkan orang 

lain, menyembunyikan fakta memberikan informasi yang keliru ataupun 

bentuk tipu daya lainnya. 

d. Dibuat dalam Kondisi Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van 

Omstandigheden) 

Secara peraturan perundang-undangan, tidak ada yang mengatur 

secara spesifik mengenai penyalahgunaan keadaan. Namun dapat kita lihat 

pengertiannya dalam beberapa doktrin ahli. Menurut Muhammad 

Syaifuddin, penyalahgunaan di sini berkaitan dengan kondisi yang 

membuat satu atau lebih pihak berada dalam keadaan yang tidak bebas 

untuk membuat perjanjian. Menurut J. Satrio, penyalahgunaan keadaan ini 

berkaitan dengan keadaaan yang bertentangan dengan ketertiban umum 

atau kebiasaan yang baik. Keadaan yang bertentangan ini mungkin dapat 

menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Adaupun ciri-ciri keadaan 

yang dapat dinyatakan sebagai penyalahgunaan keadaaan sebagaimana 

dikutip oleh Erwin Soedjijanto Josua adalah: 

1) Pada saat menutup kontrak, salah satu pihak dalam keadaan terjepit; 
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2) Karena keadaan ekonomis dalam menghadapi kondisi keuangan yang 

mendesak; 

3) Karena keadaan hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekonomis salah 

satu pihak, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, orang tua atau 

wali dengan anak yang berada di bawah umur; 

4) Karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter 

ahli atau spesialis; 

5) Kontrak yang mengandung hubungan yang timbang, dimana prestasi 

salah satu pihak menjadi tidak seimbang Misalnya pembebasan 

tanggung pemberi kerja terhadap penerima kerja; 

6) Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak. 

Apabila pada saat kata sepakat tersebut terucap terdapat salah satu 

unsur kecacatan kehendak, maka kesepakatan tersebut menjadi tidak 

sempurna. Dengan adanya salah satu saja unsur di atas, maka dapat 

mempengaruhi keabsahan dari perjanjian antara para pihak. Perjanjian 

dengan cacat kehendak memiliki akibat hukum berupa dapat dibatalkannya 

perjanjian. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

Pada hakikatnya setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya, 

adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata 

terdapat penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan usia dewasa dalam 
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hukum perdata adalah Pasal 1330 KUHPerdata, dan Pasal 49 dan 50 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Perkawinan. 

Seseorang yang belum dewasa atau yang tidak cakap, tidak dibenarkan 

secara hukum untuk melakukan suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 

1329 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap 

untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh Undang-Undang tidak 

dinyatakan tidak cakap”. 

3. Suatu hal tertentu 

Syarat ketiga adalah “Suatu hal tertentu “. Untuk mengetahui yang 

dimaksud dengan “suatu hal tertentu” adalah dengan mengkaji rumusan dalam 

Pasal 1132, Pasal 1333, dan Pasal 1334 KUHPerdata. Dari ketiga pasal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa “suatu hal tertentu” adalah objek perjanjian 

harus berupa suatu hal atau suatu barang atau benda yang dapat ditentukan 

jenisnya. “Suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian tidak harus selalu 

dalam bentuk barang, akan tetapi dapat pula dalam bentuk jasa, yang mana 

dalam penelitian ini objek perjanjian adalah perjanjian kredit. 

4. Suatu sebab (kausa) yang halal 

Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal. Perkataan “sebab” 

merupakan padanan kata dari bahasa Belanda “oorzaak” dan bahasa latin 
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“causa” dalam perjanjian suatu hal tentunya tidak boleh bertentangan dengan 

undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum.34 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, menyatakan bahwa kausa 

merpukan salah satu syarat sahnya perjanjian. Undang-Undang menunjuk 

perjanjian tanpa sebab, sebab palsu, atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, 

atau dengan kata lain tidak sah.35 Suatu sebab yang halal dirumuskan dalam 

Pasal 1335, Pasal 1336, dan Pasal 1337 KUHPerdata.  

Dengan demikian, suatu perjanjian kredit  dinyatakan sah dan berkekuatan 

hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut tanpa terkecuali, sehingga sesuatu 

perjanjian utang piutang dinyatakan sah secara hukum atau tidak cacat hukum. 

Hal ini juga diperlukan untuk menghindari sengketa di pengadilan di kemudian 

hari. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Johannes Ibrahim Kosasih, Op. Cit., hal. 54. 
35 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga, PT Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 120.  
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BAB III 

AKIBAT HUKUM INGKAR JANJI DEBITUR YANG TIDAK 

MEMENUHI KEWAJIBANNYA DALAM AKTA PERJANJIAN 

KREDIT   

 

A. Perjanjian Kredit Pada Koperasi Indonesia 

Koperasi berasal dari kata “ko“ yang artinya “bersama” dan “operasi”yang 

artinya “bekerja“ jadi koopersi artinya sama-sama bekerja. Koperasi 

(Cooperative) bersumber dari kata co-operation yang artinya kerja sama. Dalam 

koperasi tak ada sebagian anggota bekerja dan sebagian memeluk tangan. 

Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi 

Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-

orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai 

usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.36 

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, menyebutkan pengertian koperasi adalah 

badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum 

Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk 

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang 

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. 

                                                 
36 Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktik, Penerbit Erlangga, Jakarta, 

2009, hal. 18. 
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Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Koperasi simpan 

pinjam (koperasi kredit) merupakan koperasi yang anggota-anggotanya setiap 

orang yang mempunyai kepentingan langsung di bidang perkreditan. Koperasi 

simpan pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang 

membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan keuangan lainnya 

Mengenai perjanjian kredit pada koperasi di Indonesia dapat merujuk pada 

Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “suatu perjanjian dengan 

mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu 

barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 

terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan 

mutu yang sama”. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan 

bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada 

pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan 

persetujuan yang disepakati. 

Senada dengan itu, Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian 

pinjaman baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan 

hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam 

pasal 1320 KUHPertada. Dalam perjanjian pinjaman uang yang dilakukan oleh 

koperasi terdapat salah satu pihak yaitu koperasi sebagai pemberi pinjaman dan 

pihak lain yaitu peminjam yang menerima pinjaman. Pada saat koperasi 

memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam maka saat itu pula terjadinya 
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suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau suatu transaksi antara koperasi 

dengan pihak peminjam.37 

 

B. Hak  dan kewajiban Debitur  dan  Kreditur  Dalam  Hukum  Jaminan 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu peristiwa perikatan 

akan menimbulkan akibat hukum salah satunya adalah lahirnya hak dan 

kewajiban para pihak yang membuat perikatan tersebut. Di dalam perjanjian 

yang bertimbal balik seperti perjanjian kredit, hak dan kewajiban kreditur 

bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, 

merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban 

kreditur merupakan hak debitur. 

Hak kreditur dalam suatu perjanjian kredit dapat dilihat dalam Pasal 1131 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Segala kebendaan si berutang (debitur), 

baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang 

baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas segala perikatan debitur 

tersebut”. Adapun hak debitur dalam hukum jaminan adalah mempunyai hak 

untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya 

sendiri apabila debitur wanprestasi. 

Kewajiban debitur dalm perjanjian kredit sebenarnya tidak banyak, pada 

pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan 

                                                 
37 Abdul Kadir Muhammad, Segi-segi Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1993, hal. 57. 
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pembayaran bunga yang telah diperjanjiakn, dalm jangka waktu yang telah 

ditentukan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1763 KUH Perdata. Adapun 

kewajiban kreditur dalam perjanjian kredit pada pokoknya kreditur wajib 

menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya 

perjanjian. Hal ini sebagaimana telah ditentukan di dalam  Pasal 1759 sampai 

dengan Pasal 1761 KUHPerdata. 

Hak-hak  jaminan  kredit  itu  tidak  berdiri  sendiri,  melainkan  terkait  

kepada  hak  lain,  yang  menjadi  hak  utamanya.  Oleh  karena  itu,  sifat  hak-

hak  jaminan  ini  adalah  accesoir,  yaitu  mengikuti  perikatan  utamanya.  Hal  

ini  berarti  apabila  perikatan  utamanya  telah  musnah  hak  jaminannya musnah  

pula.  Sifat  ini  melekat  pada  semua  hak  jaminan  kredit. 

Tujuan  dari  jaminan  yang  bersifat  kebendaan  adalah  utuk  memberikan  

hak  vershaal  (hak  untuk  meminta  pemenuhan  piutangnya)  kepada  kreditur,  

terhadap  hasil  penjualan  dari  benda-benda  tertentu  dari  debitur  untuk  

pemenuhan  piutangnya.  Adapun  jaminan  yang  bersifat  perorangan  bertujuan  

untuk  memberikan  hak  vershaal  kepada  kreditur,  terhadap  benda  

keseluruhan  dari  debitur  untuk  memperoleh  pemenuhan  dari  piutangnya.38 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hak-hak jaminan mempunyai 

sifat lebih memberikan jaminan atas pemenuhan suatu piutang, sebagian besar 

juga memberikan hak untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan. Walaupun 

                                                 
38 Adrian Sitepu, Hukum Hak  Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 24 – 25. 
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sebagian daripada hak-hak jaminan disini lain dengan hak kebendaan seperti hak 

milik dan hak opostal, yang sifatnya memberikan hak untuk menikmati 

(genotsrechten) yaitu sifat memberikan jaminan, karenanya disebut 

zekerheidsrechten, yang memberikan rasa aman/terjamin. 

Jadi, hak jaminan memberikan 2 (dua) keuntungan, yakni : (1) jaminan 

yang lebih baik atas pemenuhan tagihan kreditur; dan/atau (2) hak untuk lebih 

didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan barang-barang 

debitur. Karenanya sebagian besar kreditur yang tentunya menginginkan lebih 

aman dan terjaminnya pemenuhan tagihan terhadap debitur, lebih memilih untuk 

mengadakan penjaminan kebendaan sebagai jaminan suatu utang. 

Berkaitan dengan sifat accesoir dari perjanjian jaminan, A.S.V. Nierop 

mengatakan bahwa tanpa ada hak tagih, aka tidak ada hak jaminan. Peralihan hak 

jaminan, apabila perjanjian pokoknya beralih, tidak perlu dipenuhi syarat 

peralihan pada umumnya seperti yang ditentukan dalam undang-undang. Senada 

dengan Nierop, Pitlo juga mengatakn bahwa hak jaminan tidak dapat 

dipindahtangankan sendiri sehingga terlepas dari perjanjian pokoknya. Jadi, 

suatu perjanjian jaminan tidak mungkin ada apabila tidak ada perjanjian 

pokoknya, karena perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri. 



   43 

 

Apabila perjanjian pembebanan jaminan dilakukan dalam bentuk akta 

tertulis, maka bias dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan dan 

akta autentik. Dengan penjelasan, sebagai berikut:39  

1. Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh 

para pihak saja dengan tanpa bantuan seorang pejabat umum atau akta yang 

dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang tidak berwenang. 

2. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang 

pejabat umum yang berwenang untuk itu, seperti notaris, di mana bentuk 

aktanya juga telah ditentukan oleh undang-undang. 

Oleh karena itu, perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat 

tambahan atau ikutan (accesoir). Artinya, keberadaan perjanjian jaminan tidak 

dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok atau jaminan yang timbul karena 

adanya perjanjian pokok. Perjanjian jaminan mengabdi kepada perjanjian pokok 

dan memberikan kedudukan kuat dan aman bagi para kreditur. Perjanjian pokok 

yang mendahului lahirnya perjanjian jaminan umumnya berupa perjanjian kredit, 

perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian utang piutang. 

Dengan demikian, para pihak di dalam suatu perjanjian kredit (pinjam-

meminjam uang) masing-masing mempunyai hak, dimana penerima pinjaman 

mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu (uang) yang sudah disepakati dalam 

                                                 
39 Suyatno Anton, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet, Jakarta, PT. Fajar 

Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, hal. 89-91. 
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perjajian tersebut serta untuk menggunakanya bagi kepentingannya, sedangkan 

Bank sebagai pemberi pinjaman mempunyai hak untuk memperoleh bayaran 

kembali dari apa yang telah dipinjamkannya beserta jumlah uang, hasil 

keuntungannya, imbalan dan sebagainya 

 

C. Akibat Hukum Ingkar Janji Debitur Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya 

Dalam Akta Perjanjian Kredit 

Sebagaimana telah dijelaskan penulis dalam Latar Belakang penelitian 

skripsi ini bahwa adanya perbuatan ingkar janji debitur dalam melaksanakan 

Akta Perjanjian Kredit. Oleh karena itu sebelum masuk pada pembahasan tentang 

akibat hukum ingkar janji, terlebih dahulu perlu diketahui ruang lingkup Akta di 

Indonesia. Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa akta adalah surat 

yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar 

hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan tujuan untuk pembuktian.40 

Pitlo dalam buku Daeng Naja, pengertian akta adalah surat-surat yang 

ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan dipergunakan untuk 

keperluan siapa surat itu dibuat.41  

Di dalam Pasal 1 Ayat (7)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, merumuskan Pengertian Akta Notaris 

                                                 
40 Ibid. 
41 Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 1. 
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adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan 

tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.  

Dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit akan menimbulkan akibat 

hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban. Dan apabila hak dan kewajiban itu 

tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang telah bersepakat, maka akan 

menimbulkan akibat hukum pula. Jika para pihak tidak melaksanakan hak dan 

kewajibannya maka akan timbul akibat hukum baru, yaitu pertanggungjawaban 

atas tidak adanya prestasi para pihak. Seperti membayar ganti rugi, dan sita 

jaminan. 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, ada 3 macam wujud ingkar janji atau 

tidak memenuhi perikatan, yaitu: 42 

a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan; 

b. Debitur terlambat memenuhi perikatan; 

c. Debitur keliru memnuhi perikatan atau tidak pantas memenuhi perikatan. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam perjanjian kredit 

biasanya memuat tentang jaminan, yang mana jaminan tersebut sewaktu-waktu 

dalam menimbulkan akibat hukum baru apabila debitur ingkar janji kepada 

kreditur. Adapun akibat hukum ingkar janji debitur yang tidak memenuhi 

kewajibannya dalam akta perjanjian kredit, sebagai berikut: 

 

                                                 
42 Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit.,  hal. 18. 
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1. Ganti rugi 

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah 

bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang 

dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undnag-

undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada 

dalam keadaan lalai (ingebrekestelling).43 

Dalam Pasal 1243 KUHPerdata dirumuskan bahwa Penggantian biaya, 

kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai 

diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk 

memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau 

dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang 

melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa ganti kerugian itu adalah karena 

tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur 

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau 

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau 

dibuat dalamn tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Artinya ganti rugi 

itu adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi, 

kerugian itu wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai. 

                                                 
43 Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum 

Dalam Perjanjian, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III, Nomor 2, Mei-Agustus 2016, hal. 284. 
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Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi 

akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan 

Melawan Hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada 

pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang 

sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat 

dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut 

menderita kerugian karenanya.44 

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari 

suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain 

pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian 

tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian 

timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti 

rugi.45 

2. Sita Jaminan 

Perjanjian kredit hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan 

bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti 

apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum 

perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya 

perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat 

                                                 
44 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 223. 
45 Ibid. 
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kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Apabila di dalam 

hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, 

kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang 

tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang 

dipakai sebagai jaminan.46 

Penyitaan dalam bahasa Belanda berasal dari kata “sita” atau “beslag”. 

Sita (beslag) adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak 

ataupun tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk 

diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat terpenuhi agar 

keinginan Penggugat tidak menjadi hampa.47 Menurut Leihitu dan Fatimah, 

menyatakan bahwa sita dapat diartikan sebagai penyitaan atas harta kekayaan 

seseorang yang biasanya untuk menjamin hak-hak atau piutang-piutang 

seseorang.48 

 

 

 

 

                                                 
46 Fransisca Kurnia Harkmawati, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang 

Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Rumah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 

K/Pdt/2012), Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jember, hal. 1. 
47 Wildan Suyuti, Sita dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan, PT Tata Nusa, Jakarta, 

2004, hal. 20.   
48 Izaac S. Leihitu dan Fatimah Ahmad, Inti Dari Hukum Acara Perdata, Ghalia Indoenesia, 

Jakarta, 1985, hal.  39.   
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BAB IV 

ANALISIS PENULIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

NEGERI MEDAN NOMOR : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn 

 

A. Kasus Posisi 

Adapun kronologis perkara dalam Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN 

Mdn Penggugat adalah sebagai Ketua Badan Pengurus Koperasi Kredit/CU 

Rukun Damai, sebuah koperasi yang bergerak dengan jenis usaha di bidang 

simpan dan pinjam uang dan Terrgugat I adalah salah seorang anggota Penggugat 

pada Koperasi Kredit/CU Rukun Damai, dengan nomor keanggotaan: 15.064 

(Lima belas ribu enam puluh empat) dan Tergugat II adalah istri dari Tergugat 

dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah orang tua Tergugat I yang 

menyetujui pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dengan agunan/jaminan 

sebidang tanah milik atas nama Turut Tergugat I. 

Tergugat I dan Tergugat II ada meminjam uang sejumlah Rp. 88.000.000,- 

(Delapan puluh delapan juta rupiah) kepada pihak Penggugat, dan selanjutnya 

Perjanjian Pinjaman tersebut dituangkan dalam Akte Perjanjian Kredit No. 17 

tanggal 09 April 2010, dihadapan Notaris Abidin S. Panggabean, SH di Medan; 

4. Bahwa perjanjian pinjaman sebagaimana disebut dibuat dan dilakukan oleh 

kedua belah pihak dengan penuh itikad baik tanpa suatu paksaan dari pihak 

49 
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manapun, yang juga didasarkan pada tata aturan yang berlaku pada Koperasi 

Kredit/CU Rukun Damai,  

Isi Akta Perjanjian Krediti yang dibuat oleh Para Pihak yang berperkara 

adalah bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II menyatakan kesepakatan 

pada pokoknya yaitu: a. Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk melunasi 

seluruh pinjaman beserta bunga pinjaman dengan cara mengangsur untuk setiap 

bulannya, dalam tenggang waktu 48 (Empat puluh delapan bulan) bulan yang 

berakhir pada 08 April 2014. Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan 

pembayaran pinjaman secara mengangsur/cicilan sejumlah Rp. 1.834.000,- (Satu 

juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk setiap bulannya, selama 48 

(Empat puluh delapan) bulan, ditambah cicilan bunga pinjaman sebesar 2,5% 

(dua koma lima perseratus) dari saldo pokok pinjaman untuk setiap bulannya. 

Dan Tergugat I dan Tergugat II akan membayar denda keterlambatan 

mengangsur sebesar ½% (setengah perseratus) yang diperhitungkan dari sisa 

jumlah pinjaman tertunggak, setiap bulan keterlambatan. Maka dengan demikian 

sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa seluruh hutang pokok 

ditambah bunga pinjaman setiap bulannya menjadi kewajiban yang harus 

ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. 

Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat. 

Selanjutnya bahwa Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya telah 

menyetujui dan menjanjikan kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat 
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II tidak melunasi utang-utang tersebut kepada Penggugat sebagaimana mestinya 

maka dengan demikian Penggugat berhak untuk menjual barang agunan 

sebagaimana disebut di muka kepada pihak lain demi dan untuk serta guna 

pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. 

Namun, ternyata Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak memenuhi 

janjinya untuk mengembalikan pinjaman dan bunga pinjaman serta denda 

keterlambatan membayar sebagaimana mestinya sebagaimana juga telah 

disepakati dalam Akte Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 09 April 2010, dihadapan 

Notaris Abidin S Panggabean, SH, di Medan, walaupun Penggugat telah 

beberapa kali melakukan penagihan, peringatan/teguran, maka dengan demikian, 

tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajiban untuk 

membayar dan atau melunasi utangutang/kewajiban Tergugat I dan Tergugat II 

tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji. 

Selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa  akibat terjadinya ingkar janji 

atau wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak 

melakukan pembayaran utang/kewajiban sebagaimana mestinya  kepada 

Penggugat maka secara langsung telah memengaruhi dan mengganggu 

kebutuhan peredaran uang kepada para anggota Penggugat sebagaimana misi dan 

program kerja Penggugat sehingga tindakan ingkar janji Tergugat I dan  Tergugat 

II telah menerbitkan dan atau menimbulkan kerugian material kepada Penggugat; 

Bahwa kerugian material dimaksud adalah, bahwa apabila sejumlah uang Rp.  
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88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah) yang berada di tangan Tergugat 

I dan Tergugat II dipinjamkan oleh Penggugat kepada anggota Penggugat yang 

lain, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan material sebesar 2,5% (dua 

koma lima perseratus) dari saldo utang pokok Tergugat I dan Tergugat II tersebut 

setiap bulannya, dihitung sejak Mei 2014 sampai dengan gugatan ini dimajukan 

di Pengadilan hingga gugatan ini memperoleh keputusan hukum yang final dan 

berkekuatan hukum tetap maka akan diperoleh sejumlah keuntungan yang 

tertunda sebesar: 2,5% (Dua koma lima perseratus) x Rp. 88.000.000,- (Delapan 

puluh delapan juta rupiah)/setiap bulan. Oleh karena itu wajar dan patut menurut 

hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayarkan dan atau 

mengganti kerugian material yang dialami Penggugat sebesar 2,5% (Dua koma 

lima perseratus) x Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah)/setiap 

bulan; 

 

B. Dasar Dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara 

Sebagaimana telah dijalaskan di atas, bahwa Tergugat I dan Tergugat II 

selaku Debitur telah melakukan wanprestasi, sehingga Penggugat yang 

merupakan kreditur mengajukan gugatan Ingkar Janji ke Pengadilan Negeri 

Medan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN ini. Sebelum 

penulis menganalisis Putusan, terlebih dahulu penulis menguraikan hal-hal 
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berikut untuk mengungkap isi Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN sebagai 

berikut: 

1. Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Memutus Perkara  

a. Pasal 1243, Pasal 1238, dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Koperasi. 

2. Fakta-Fakta Hukum  

a. Bahwa benar Koperasi CU Rukun Damai adalah sebuah badan hukum 

yang bergerak dibidang simpan pinjam. 

b. Bahwa benar Tergugat-I dan Tergugat-II mempunyai hutang kepada 

Penggugat, dan transaksi peminjaman uang tersebut terjadi dan secara 

tertulis serta dituangkan dalam sebuah Surat Perjanjian Kredit No. 17, 

tertanggal 9 April 2010. 

c. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang sama sekali tidak memenuhi 

janjinya untuk mengembalikan pinjaman dan bunga pinjaman serta denda 

keterlambatan membayar sebagaimana mestinya sebagaimana juga telah 

disepakati dalam Akte Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 09 April 2010, 

yang dibuat dihadapan Notaris Abidin S Panggabean, SH., di Medan, 

walaupun Penggugat telah beberapa kali melakukan penagihan, 

peringatan/teguran. 
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d. Bahwa benar  bahwa sesuai dan berhasil dibuktikan bahwa untuk jaminan 

hutang atau uang pinjaman Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut, bahwa 

Turut Tergugat-II telah menyerahkan Surat Jaminan berupa Surat-Surat 

Tanah kepada Penggugat. 

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara 

Adapun hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam 

memutus perkara Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN adalah, sebagai berikut: 

a. Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan Penggugat 

sebagaimana secara tersirat dalam kasus posisi di atas; 

b. Majelis Hakim mempertimbangkan tentang persengketaan kedua belah 

pihak; 

c. Majelis Hakim mempertimbangkan tentang lahirnya perikatan 

sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 09 

April 2010, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata 

dan Pasal 1320 KUHPerdata. Ketenuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab 

Undang Undang Hukum Perdata di atas, bahwa dalam Surat Perjanjian 

Kredit No. 17, tertanggal 9 April 2010, dengan tegas ditentukan dan 

disepakati cara dan jumlah serta lamanya pengembalian pinjaman yakni 

dengan cara cicilan atau angsuran, sejumlah Rp. 1.834.000,- (Satu juta 

delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk setiap bulannya, dengan 

masa pelunasan pembayaran selama 48 (empat buluh delapan bulan) 



   55 

 

yakni sampai dengan 8 April 2014, namun ternyata serta diakui oleh para 

Tergugat, bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II tidak melakukan angsuran 

pembayaran tersebut. 

d. Majelis Hakim mempertimbangkan Wanprestasi yang dituduhkan kepada 

Tergugat oleh Penggugat; 

e. Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan segala bukti-butki 

dari para pihak di persidangan; 

f. Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Jaminan debitur kepada 

kreditur, Hakim mempertimbangkan hal tersebut dengan menyatakan 

bahwa siapa yang berjanji wajib melaksanakan/memenuhi janjinya, 

merupakan asas hukum yang berlaku universal dalam hukum perikatan, 

dan sehubungan dengan asas tersebut, Pasal 1243 KUHPerdata 

menentukan, sebuah kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian 

dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, 

bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk 

memenuhinya perikatan itu; 

g. Majelis Hakim mempertimbangkan tentang koperasi dengan menyatakan 

bahwa koperasi simpan pinjam tidak sama kedudukan hukumnya dengan 

bank yang memberikan kredit dengan agunan barang tak bergerak, 

kualitas hukum dan kedudukan bank sebagai pemberi kredit dinyatakan 

dengan tegas dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996, pihak Bank 
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oleh undang undang tersebut diberi kewenangan melalui balai lelang 

untuk melakukan eksekusi atas benda yang menjadi agunan, sedang 

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi tidak memberi 

kewenangan kepada koperasi simpan pinjam untuk melakukan eksekusi 

atas benda yang menjadi agunan hutang, sehingga bukti P.6 yang 

memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual barang yang menjadi 

agunan atau jaminan adalah suatu tindakan hukum yang tidak dibenarkan. 

 

C. Analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 

108/Pdt.G/2018/PN Mdn 

Adapun amar putusan dalam perkara Nomor: 108/Pdt.G/2018/PN.Mdn 

pada pokoknya Majleis Hakim menyatakan sah menurut hukum Akte Perjanjian 

Kredit No. 17 tanggal 09 April 2010 antara Penggugat dengan Tergugat I dan 

Tergugat II, yang dibuat dihadapan Notaris Abidin S Panggabean, SH., di Medan 

sebagaimana disebut dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensi 

hukumnya. 

Analisis penulis terhadap amar putusan tersebut merujuk pada ketentuan 

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta 

memperhatikan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga penulis sependapat dengan Amar 
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Putusan Majelis Hakim yang menyatakan sah menurut hukum Akte Perjanjian 

Kredit No. 17 tanggal 09 April 2010 tersebut, karena Akta Perjanjian tersebut 

disetujui oleh para pihak dengan memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

serta diperbuat dihadapan Pejabat yang berwenang. 

Selanjutnya, Majelis Hakim Menyatakan bahwa menyatakan bahwa 

tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang sama sekali tidak memenuhi janjinya 

untuk mengembalikan pinjaman dan bunga pinjaman serta denda keterlambatan 

membayar sebagaimana mestinya sebagaimana juga telah disepakati dalam Akta 

Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 09 April 2010, merupakan perbuatan 

wanprestasi atau ingkar janji. 

Terhadap amar putusan tersebut, analisis penulis merujuk pada Pasal 

1243 KUHPerdata yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga 

karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun 

telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu 

yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya 

dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Penulis sependapat 

dengan Amar Putusan Majelis Hakim tersebut karena faktanya Penggugat 

sebagai debitur tidak memenuhi perikatan karena tidak memenuhi kewajibannya 

kepada kreditur sebagaimana yang telah tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit 

No. 17 tanggal 09 April 2010 tersebut. 
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Terkait Jaminan dalam perjanjian kredit para pihak, Majelis Hakim 

menyatakan bahwa jaminan tersebut sah, dan selain jaminan sebagaimana 

disebut di muka, untuk dan guna menjamin pelunasan utang Tergugat I dan 

Tergugat II kepada Penggugat, maka baik harta bergerak maupun harta tidak 

bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II, yang kemudian akan dihunjuk oleh 

Penggugat adalah merupakan jaminan pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat 

II kepada Penggugat, dinyatakan sah menurut hukum. 

Analisis penulis terhadap Amar Putusan Majelsi Hakim terhadap jaminan 

tersebut merujuk pada Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua 

kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik 

yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi 

tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Oleh karena itu, penulis 

sependapat dengan Amar Putusan Majelis Hakim karena perjanjian kredit para 

pihak disertai dengan pengikatan agunan/jaminan. Hal ini sebagaimana juga telah 

penulis jelaskan pada pembahasan Bab II sebelumnya. 

Dengan demikian, dari serangkaian analisis penulis diatas dapat 

disimpulkan bahwa hasil analisis terhadap Putusan Nomor: 

108/Pdt.G/2018/PN.Mdn adalah bahwa Putusan tersebut memuat rasa keadilan 

bagi para pihak, serta memberikan perilindungan hukum kepada Kreditur atas 

kerugiannya karena tindakan ingkar janji debitur yang tidak memenuhi 

kewajibannya kepada kreditur dalam Akta Perjanjian Kredit. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih. Akta Pengakuan Utang dibuat secara sepihak oleh yang punya 

utang (kreditur) sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap uang yang 

dipinjamnya dari si pemberi utang (debitur). Syarat-syarat sahnya perjanjian 

kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah dipenuhi, 

maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian telah mempunyai 

kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang. 

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa: “Semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi 

mereka yang membuatnya”. 

2. Akibat hukum ingkar janji debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam 

Akta Perjanjian Kredit adalah yaitu debitur wajib melaksanakan apa yang 

telah diperjanjikan serta mengganti kerugian kreditur karena tindakan ingkar 

janjinya. Bahwa perjanjian kredit memuat adanya hak dan kewajiban. Dan 

apabila hak dan kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang 

 

59 



    60 

 

telah bersepakat, maka akan menimbulkan akibat hukum pula. Jika para pihak 

tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka akan timbul akibat hukum 

baru, yaitu pertanggungjawaban atas tidak adanya prestasi para pihak. Seperti 

membayar ganti rugi, dan sita jaminan. 

3. Hasil analisis terhadap Putusan Nomor: 108/Pdt.G/2018/PN.Mdn adalah 

bahwa Putusan tersebut memuat rasa keadilan bagi para pihak, serta 

memberikan perilindungan hukum kepada Kreditur atas kerugiannya karena 

tindakan ingkar janji debitur yang tidak memenuhi kewajibannya kepada 

kreditur dalam Akta Perjanjian Kredit. 

 

B. Saran 

1. Diharapkan kepada pemerintah agar merencanakan, menyusun dan 

mengundangkan Peraturan Perundang-Undangan khusus yang mengatur 

tentang perjanjian kredit dalam perkoperasian di Indonesia, sehingga ada 

pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam hal pembuatan dan pelaksanaan 

perjanjian kredit.  

2. Diharapkan kepada masyarakat dalam membuat serta dalam melaksanakan 

perjanjian kredit yang telah disepakati dan telah diperbuat, agar diperbuat 

sesuai dengan Hukum Keperdataan yang berlaku serta isi perjanjian tersebut 

harus dilaksanakan oleh para pihak. Sehingga perjanjian yang dibuat tidak 

menjadi perkara di kemudian hari. 
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3. Diharapkan kepada setiap orang yang membuat perjanjian untuk bertanggung 

jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dibuat dalam suatu perjanjian. 

Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam perjanjian 

tersebut. 
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